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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATUF:AN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 315 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBI:NTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT FENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN Jl'LAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTt-, JAKARTA,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 49 Peraturan
Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perhubun'.'.lan dan Transportasi, perlu menetapkar, Peraturan Gubernur
tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal
Angkutan Jalan;

M8ngingat 1. Undang-.Jndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang P"rbendaharaan Negara;

3. Undang-lJndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa2in
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatu&.n
Republik Indonesia;

5. Undang-lJndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan
Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan!) Pembentukan Peratura;l
Perundang-undangan;

7. Undang-lJndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-lJndang Nomor 2 Tahun 2014;
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Da'3rah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Mil'k Negara/Daerah;

16. Peraturan lv1enteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NiJmor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan lv1enteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Peraturan Jaerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

19. Peraturan t3ubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKiI,N, ORGANISASI DAN
TATA KERJAUNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ad03!ah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perallgkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Da3rah Khusus Ibukota
Jakarta.



3

4. Sekretarial Daerah adalah Sekretariat Daerah Pmvinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Ke,pegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisas' dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Sekret8riac Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Dinas Perhubungan dan Transportasi adalah Dinas Perhubungan dan
Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Unit Peng,~lola Terminal Angkutan Jalan adalah Unit Pengelola Terminal
Angkutan ,lalan Dinas Perhubungan dan Transport.asi.

11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 'Jakarta.

13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya c1isingkat UKPD adalah
Unit I<erja atau Subordinat SKPD.

14. Pegawai P.paratur Sipil Negara adalah Pegawai NGgeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawa,an dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

15. Pegawai t~egeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparalur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

16. Pegawai' Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang d1angkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalarn rangka melaksanakan
tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Pe:aluran Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Terminal Angkutan
Jalan.
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BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan merupakan Unit Pelaksana Teknis
Dinas Perhu::,ungan dan Transportasi dalam pelaksanaan pengelolaan
terminal angk'Jlan jalan.

(2) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit
yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggun'l jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan terminal angkutan jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

c. penyusullan standar dan prosedur terminal angkutan jalan;

d. pelaksana:m pengelolaan, pelayanan, pemanfaatan dan penggunaan
terminal angkutan jalan;

e. pelaksanaan penyiapan dan pengajuan standar operasional prosedur dan
standar pHluyanan pengelolaan, pemanfaatan da., penggunaan terminal
angkutan jalan;

f. pemanfaa·;an, pengendalian dan penertiban serta pemanfaatan'
penggunaan terminal angkutan jalan;

g. pelaksanaan koordinasi pengamanan terminal angkutan jalan;

h. pelaksarlaan pemeliharaan dan perawatan p"asarana dan sarana
termasuk bangunan gedung terminal angkutan jalan;

i. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan/penggunaan potensi sumber
daya/fasili.;as terminal angkutan jalan;

j, pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi
penggunaan/pemanfaatan terminal angkutan jalan.

k. pelaksariaan kegiatan perencanaan dan pembang.Jnan terminal angkutan
jalan;

I. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kemanan dan
keterliban serla kenyamanan terminal angkutan jalan;

m. pelaksanaan operasional terminal angkutan jalan;

n. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal
Angkutan dalan;

o. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pengelolcl Terminal Angkutan
Jalan;
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p. pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barang Unit Pengelola
Terminal Angkutan Jalan;

q. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola
Terminal Angkutan Jalan;

r. pengelolaan kearsipan Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola
Terminal ,A.ngkutan Jalan; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan O~gcllisasi Unit Pengelola Terminal Angkutall Jalan, terdiri dari :

a. Kepala Unit;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Satuan F'elaksana Pelayanan Operasional;

d. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan

e. SubkelomjJok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susullan Organisasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin d:m mengoordinasikan pelaksanaan IlJgas dan fungsi Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagaimana dil113ksud dalam Pasal4;

b. mengoordina,.ikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;

c. melaksana~.an koordinasi dan kerja sama dengar SKPD/UKPD dan/atau
Instansi PernE,rintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan; dan

d. melaporkan can mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.
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Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal?

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan
administrasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkeduduka:l di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Tala Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksan21kan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan:

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana s :rategis serta dokumen pelaksanaan a~ ggaran Unit Pengelola
Terminal ,l',ngkutan Jalan;

e. melaksan2lkan pungutan penerimaan retribusi penggunaan pemanfataan
terminal; .

f. menyusun bahan standar dan prosedur Uni'. Pengelola Terminal
Angkutan .Jalan;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan :~erumahtanggaan Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

i. melaksaniikan pengelolaan kearsipan Unit Pengeiola Terminal Angkutan
Jalan;

j. melaksam,kan penyediaan, penatausahaan, penijgunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pengelola Terminal
Angkutan Jalan;

k. menghirnp~n, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

I. memeliham keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
kenyamar;an kantor Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan;

m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal
AngkutanJalan;

n. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola
Terminal '£\ngkutan Jalan;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatanl
inventaris kantor Unit Pengelola Terminal Angkuta1 Jalan;

p. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dE·ngan dinas:

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuanga 1, kinerja dan kegiatan
serta akuntabilitas Unit Pengelola Terminal AngkLl'an Jalan; dan

r. melaporkWl dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.
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Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pelayanan Operasional

PasalS

(1) Satuan Pelaksana Pelayanan Operasional merupakan Satuan Kerja Iini Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan
Operasional1 erminal.

(2) Satuan Pe1aksana Pelayanan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelakasana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh
Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(4) Satuan Pelak~.ana Pelayanan Operasional mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Strategis dan Rencara Kerja dan Anggaran
Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksan&kan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sesuai de,lgan lingkup tugasnya;

c. menyusun' bahan standar dan prosedur pelayanan operasional serta
standar penggunaan dan pemanfaatan terminal;

d. melaksanckan pelayanan operasional Terminal An::Jkutan Jalan;

e. melaksanckan koordinasi pengamanan terminal angkutan jalan;

f. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan Terminal
Angkutan J;;dan;

g. melaksanakan optimalisasi pemanfaatan/penggunaan potensi sumber
daya/fa£.ilitas terminal angkutan jalan;

h. melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan
ketertiban serta kenyamanan terminal angkutan jaliln; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Pelaksana Pelayanan Operasional.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal9

(1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan prasarana dan sarana terminal.

(2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala
Satuan Pelak;lsana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Unit.

(3) Kepala Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkal clan diberhentikan oieh
Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
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(4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pengel~la Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Unit Pehg"lola Terminal Angkutan Jalan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyuslin bahan ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana
terminai;

d. menyuslIll standar operasional prosedur dan standar pelaksanaan
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan saral1a teknis terminal;

e. menyusun rencana keblltuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan
dan sarana teknis terminal;

.'
f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis terminal:

g. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan
kelaikan prasarana dan sarana teknis terminal;

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana teknis terminal;

i. mengawasi dan mengendalikan penggunaan/pemanfaatan prasarana dan
sarana tekllis terminal;

j. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Perangkat Daerah dan/atall
Instansi :>emerintah/Swasta terkait berkenaar. dengan pengelolaan
prasaranc:. dan sarana teknis; dan

k. melapork"n dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Flingsional

Pasal10

(1) Unit Pengelc>la Terminal Angkulan Jalan dapat mllmpunyai Subkelompok
Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat FUflgsional melaksanakan tugas dalarn Susunan Organisasi
Struktural Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlii?n/kompetensi Pejabat
Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Funysional Unit Pengelola
Terminal Angkutan Jalan sebagai bagian dari KelorTllJok Jabatan Fungsional
Dinas Perhllbllngan dan Transportasi.

(2) Subkelompol< Jabatan Fungsional sebagaimana c1im'3ksud pada ayat (1)
dipimpin OIEh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukar, di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat
fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fung~ional sesuai keunggulan
kompetensi (,Pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki,
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(4) Ketentuan leblh lanjut mengenai Jabatan Fungsional lInit Pengelola Terminal
Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari
pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan dan Transportasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal12

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
merupakan' Jabatan Struktural Eselon III.A.

(2) Kepala Subt·agian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
merupakan J&batan Struktural Eselon IVA.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melak~;anakan tugas dan fungsinya Unit PengE!lo'<l Terminal Angkutan
Jalan wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang·
undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaa, tugas dan fungsi Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan.

Pasal14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit
Pengelola Tnrminal Angkutan Jalan wajib melaksanakan tugas masing·
masing sesucli ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

P8sal15

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pad a Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan memimpin, mengoordinasikan.
mengarahkar, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan
tugas serta rr.enilai kinerja bawah8n masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan P31aksana dan pegawai
pad a Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib ,1,engikuti dan mematuhi
perintah keclinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan Jjel'undang-undangan.
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Pasal16

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan Pelaksana pada Unit
Pengelola Term,nal Angkutan Jalan wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-Iangkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.

Pasal17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan pegawai
pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan,:ugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang di;:erima sebagai bahan
pengambilan ,eputusan sesuai kewenangan masing-r1asing.

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan
kelembagaan,' ketatalaksanaan, pelaporan dan reforma~;j birokrasi terhadap
Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebagai bagian dari pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan Reformasi Birokrasi Dina"
Perhubungan dan Transportasi,

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal19

(1) Pegawai pad" Unit Pengelola Terminal Angkutan JCl:an merupakan Pegawai
Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a, Pegawai r--:egeri Sipil; dan

b, Pegaw8i Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat ('I:
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perunclang-undangan tentang
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Terminal
Angkutan ,.iali.Jn mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dar:
pembinaan kepegawaian Dinas Perhubungan dan Transportasi.
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BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Angkutan
Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan re£jara/daerah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungs! Unit
Pengelola Terminal Angkutan Jalan merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/dae'rall.

BABIX

ASET

Pasal22

(1) Aset yang cipergunakan oleh Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan
sebagai prasaiana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status
kekayaan c1aemh yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan 3set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan pflraturan perundang-undangan di bidang keuangan negar<l/
daerah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dCl'l sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah,
dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Terminal
Angkutan jalan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan
penerimavll barang daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan . kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal24

(1) Unit Peng'3lola Terminal Angkutan Jatan menyusun dan menyampaikan
laporan berl;ala tahunan, semester, triwulan, bulcnan dan/atau sewaktu­
waktu kepada Kepala Dinas.
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

a, kepegawaian;

b, keuangan;

c, kinerja;

d, barang;

e, akuntabilitas; dan

f, kegiatan,

Pasal25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan
mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bag ian dari sistem
pengendalian internal Dinas Perhubungan dan Transportasi,

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan dilaksanakan
oleh:

a, Lembaga r.egara yang mempunyai tug as memer:ksa pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan Negara; dan

b, Aparat pengawasan intern pemerintah,

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Terminal
Angkutan Jalar diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan
Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemamiJUan keuangan daerah
dan prioritas ,daerah,

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 10
Tahun 20'\0 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pengelola -f e'minal Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di JakartEl
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember ":014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOT,lI. JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BEHITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62182



Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 315 TAHUN 2014
Tanggal 31 Desember 2014
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